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MOTTO  

 

 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” 

(QS. Al Baqarah: 286) 

 

“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti 

berperang di jalan Allah hingga pulang.” 

(H.R. Tirmidzi) 

 

“Tidak pernah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 

untuk menyelesaikan.” 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN 

ATURAN AKUNTANSI, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN 

MORALITAS INDIVIDU TERHADAP KECENDERUNGAN 

KECURANGAN AKUNTANSI PADA OPD KABUPATEN MAGELANG 

 

Oleh : 

Ari Khoirul Fajri 

 

 

Maraknya berita mengenai indikasi kecurangan akuntansi di dalam pengelolaan 

keuangan negara semakin membuat sadar bahwa perlu dilakukan tindakan untuk 

membenahi ketidakberesan tersebut. Jenis kecurangan yang paling sering terjadi 

dalam entitas pemerintahan adalah korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

secara korelasi pengaruh sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, 

kesesuaian kompensasi dan moralitas individu terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Penelitian ini merupakan tipe penelitian kuantitatif. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga 

ditemukan 116 responden yang merupakan pegawai di bagian keuangan dalam 

lingkungan OPD Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan uji validitas, 

reliabilitas, koefisien korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi linier 

berganda, uji R
2
, uji F, dan uji t dengan bantuan program IBM SPSS versi 25.0. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan 

aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Moralitas individu berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

 

 

Kata Kunci : Kecenderungan kecurangan akuntansi, Sistem pengendalian 

internal, Ketaatan aturan akuntansi, Kesesuaian kompensasi, Moralitas 

individu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia dalam reformasi sedang menghadapi tantangan yang 

berhubungan dengan masalah kecurangan, kolusi, nepotisme, dan 

penggelapan lainnya. Sehingga dalam proses verifikasi secara objektif yang 

terdokumentasi secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

audit untuk menentukan apakah aktivitas, kejadian, dan konsidi, sistem atau 

informasi tersebut sesuai dengan kriteria audit. Serta mengkomunikasikan 

hasil proses tersebut kepada klien (Iqbal, 2003).  

Di era reformasi seperti saat ini dengan fenomena banyaknya tuntunan 

dari masyarakat terhadap good government governance mendorong 

pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan 

pertanggungjawaban yang lebih transparan, efisiensi dan lebih akurat. Bentuk 

laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan kinerja keuangan suatu 

pemerintahan kepada publik berupa Laporan Keuangan. Sejalan dengan 

adanya penerapan otonomi daerah, laporan keuangan merupakan salah satu 

bagian yang rentan terhadap perilaku fraud. Karena pada umumnya otonomi 

daerah mengakibatkan pendelegasian wewenang pemerintah pusat banyak 

dilimpahkan ke daerah, sehingga berpotensi memindahkan fraud dari pusat ke 

daerah juga lebih banyak (Fajarina, 2012). Padahal laporan keuangan 

1 
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merupakan sumber informasi penting dalam organisasi sebagai alat 

komunikasi publik dan pengambilan keputusan.   

Fraud merupakan konsep pelanggaran yang memiliki sudut pandang 

yang luas. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan 

fraud sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja 

untuk tujuan tertentu oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan pihak lain (Yudistira, et al. 2017). Menurut 

Sawyer (2006) fraud adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagi 

penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja 

oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hal ini 

senada dengan yang diungkapkan dalam penelitian Tessa (2016) bahwa 

kecenderungan kecurangan akuntansi adalah sikap-sikap tertentu yang 

cenderung memiliki arah yang menyimpang dari pokok atau asas utama 

akuntansi. Menurut Association of Certified Fraud Examiner, fraud 

(kecurangan) terdiri dari kecurangan laporan, penyalahgunaan aset, dan 

korupsi. 

Jenis kecurangan yang paling sering terjadi dalam entitas pemerintahan 

adalah korupsi. Menurut Wilopo (2006) tindakan korupsi yang umumnya 

dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan mark 

up yang dapat merugikan keuangan negara. Berdasarkan hasil survey 

transparasi internasional pada tahun 2017, Indonesia menempati posisi 96 

dari 180 negara dengan nilai CPI (Corruption Perception Index) sebesar 37 
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(news.detik.com. 2017). Hal ini diperkuat dengan banyaknya kasus 

penyalahgunaan dan penggelapan anggaran negara di pemerintahan, seperti 

dikutip dari publikasi Indonesia Corupption Watch (ICW) mencatat ada 576 

kasus korupsi di tahun 2017. Kasus tersebut merugikan negara sebesar Rp 6,5 

triliun dan nilai suap Rp 211 miliar dengan jumlah tersangka sebanyak 1.298 

tersangka dimana jumlah terbanyak berasal dari aparatur sipil negara (ASN) 

dari lingkup pemerintah daerah dan kementerian sebanyak 495 kasus 

(antikorupsi.org, 2017). 

Berdasarkan database Komite Penyelidikan dan Pemberantasan 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, jumlah kasus 

korupsi yang terjadi di Jawa Tengah tahun 2018 berjumlah 222 kasus. Jumlah 

tersebut naik 7 kasus dari tahun 2017 yang berjumlah 215 kasus. Kasus 

korupsi yang sering muncul antara lain yang berkaitan dengan APBD, buku 

ajar, bansos serta hibah dan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala 

Daerah (Sukirman, 2018).   

Sejak beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan temuan kasus 

korupsi di pemerintah daerah di lingkup eks-Karesidenan Kedu. Berdasarkan 

temuan kasus-kasus tersebut, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah masih belum baik. Fajarina, dkk (2012) mengemukakan 

bahwa penerapan otonomi daerah mengakibatkan pendelegasian wewenang 

pemerintah pusat banyak dilimpahkan ke daerah kabupaten/kota sehingga 

berpotensi memindahkan fraud dari pusat ke daerah juga lebih banyak. 
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Sumber: https://www.wawasan.com 

Grafik 1. Temuan Kasus Korupsi Pemerintah Daerah  

di Lingkup Eks-Karesidenan Kedu 

 

Berdasarkan pada grafik di atas, Kabupaten Magelang merupakan 

bagian dari wilayah eks-karisidenan juga tidak luput dari sorotan media 

terkait temuan kasus korupsi. Kabupaten Magelang mengalami peningkatan 

yang statis dari tahun 2005-2018. Beberapa temuan kasus korupsi yang 

dipublikasikan oleh media menyangkut tindak pidana tersebut seperti dilansir 

dari www.wawasan.com yang memberitakan bahwa pada tahun tahun 2007-

2008 terdapat kasus korupsi yang merugikan negara. Selanjutnya pada tahun 

2011 kembali ditemukan kasus korupsi. Pada tahun 2011-2015 salah satu 

instansi di Kabupaten Magelang menyebabkan kerugian negara atas kasus 

korupsi. Kasus korupsi selanjutnya yang ditemukan di Pemerintahan 

Kabupaten Magelang yaitu pada tahun 2016. Pada tahun 2018, kembali 

ditemukan kembali kasus korupsi yang merugikan negara. 

Setiap kegiatan pada suatu Pemda harus dicatat dan pada akhir tahun 

harus dihasilkan laporan keuangan. Pemerintah mengeluarkan PP No.71 

https://www.wawasan.com/
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Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah yakni metode “Accrual 

Basis”  dan setiap Pemda di Indonesia harus melakukan pencatatan pelaporan 

keuangannya dengan metode tersebut. Metode ini dinilai lebih efektif dan 

mempunyai peranan dalam menekan tindakan korupsi karena dalam 

pencatatannya metode Akrual lebih detail tanpa harus memperhatikan saat 

kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sehingga dalam penyajian 

pelaporannya pun akan lebih detail dan terperinci.  

Dampak positif yang dihasilkan dari penerapan metode Akrual Basis 

adalah memberikan pelaporan keuangan dicatat secara transparan sesuai 

aliran hak kewajiban yang ada. Di harapkan pula transparansi ini bisa 

menghasilkan kepercayaan dari semua pihak, baik itu dari masyarakat 

maupun stakeholder pemerintah, sehingga diharapkan memberikan efek 

positif bagi perekenomian Indonesia. Akuntan merupakan profesi yang sangat 

penting dalam sebuah perusahaan ataupun instansi, akuntan yang mengerti 

akan pelaporan keuangan, dan akuntan bisa menjadi tembok besar bagi para 

koruptor bila dalam pelaksanaan teknis kegiatannya tetap berpegang teguh 

sesuai dengan sistem akuntansi yang telah di tetapkan. 

Maraknya berita mengenai indikasi fraud di dalam pengelolaan 

keuangan negara semakin membuat sadar bahwa perlu dilakukan tindakan 

untuk membenahi ketidakberesan tersebut. Menurut Ruslan (2011), 

diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam menanggulangi terjadinya 

fraud dengan menggunakan pemikiran yang jelas. Hal pertama yang harus 

diidentifikasikan adalah penyebab utama terjadinya fraud sehingga bisa 
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dirumuskan strategi yang tepat untuk menghilangkan atau paling tidak 

mengurangi intensitas yang ditimbulkan dari fraud tersebut. Hal ini kemudian 

yang disebut sebagai pencegahan fraud. 

Faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi 

yaitu keefektifan sistem pengendalian internal (Amalia, 2015). Pengendalian 

internal yang lemah dapat memberikan kesempatan untuk melakukan perilaku 

tidak etis sehingga terjadi kecurangan akuntansi yang dapat merugikan suatu 

entitas (Shintadevi, 2015). Sistem pengendalian internal sangat penting bagi 

suatu entitas, antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap suatu 

entitas dari kelemahan manusia serta mengurangi tindakan untuk melakukan 

kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan (Fitri, 2016). 

Pada Semester I tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 

670 objek pemeriksaan yang terdiri dari instansi di lingkungan Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 

Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD), serta lembaga atau badan lainnya yang 

mengelola keuangan negara. BPK menemukan 6.531 kasus yang 

berhubungan dengan lemahnya Sistem Pengendalian Internal (bpk.go.id/3 

Desember 2018). 

Ketua BPK, Harry Azhar Azis, menuturkan, pada semester I 2015, BPK 

melakukan pemeriksaan terhadap 666 objek yang terdiri atas 117 pada 

Pemerintah Pusat, 518 pada Pemda dan BUMD, 31 objek BUMN serta 

lainnya. Pada pemeriksaan semester I ini, BPK lebih fokus pada laporan 
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keuangan pusat dan daerah. Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan 10.154 

temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.890 (51,12%) 

permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

(nasional.sindonews.com/6 Oktober 2015).  

Masih banyak instansi pemerintah yang bermasalah dengan ketaatan 

aturan akuntansi. Padahal ketaatan aturan akuntansi merupakan hal yang 

wajib dilakukan. Jika instansi tidak menaati aturan akuntansi dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, maka dimungkinkan akan 

terjadi kecurangan akuntansi. Semakin tinggi tingkat ketaatan pada aturan 

akuntansi, maka kecurangan akuntansi akan semakin rendah. 

Selain itu kesesuaian kompensasi juga dianggap sebagai salah satu 

faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (Ahriati, 

2015). Kesesuaian kompensasi sangat berpengaruh terhadap perilaku pegawai 

atau karyawan, biasanya seseorang akan berperilaku tidak etis dan berlaku 

curang untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri karena 

ketidakpuasaan atau kekecewaan dengan kompensasi yang mereka terima 

atas apa yang telah dikerjakan (Shintadevi, 2015). Pemberian kompensasi 

yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan diharapkan dapat 

memberikan rasa keadilan bagi para pegawai dan mengurangi tingkat 

kecurangan (fraud). 

Menurut Radhiah (2016) faktor yang mempengaruhi adanya tindakan 

kecurangan akuntansi selanjutnya yaitu moralitas individu. Moralitas 

merupakan kualitas mengenai baik buruknya perilaku seseorang. Seseorang 
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yang tidak bermoral cenderung akan bertindak untuk melakukan kecurangan 

yang akan merugikan bahkan membahayakan orang lain. Individu dengan 

moralitas yang tinggi diharapkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang 

tidak etis dan tidak melakukan kecurangan akuntansi untuk memaksimalkan 

keuntungan pribadi (Yulianti, 2016). Suatu entitas yang memiliki penalaran 

moral yang tinggi lebih cenderung menghindari perbuatan yang mengarah 

kepada kecurangan akuntansi (Radhiah, 2016). 

Penelitian ini mengacu pada riset yang dilakukan oleh Gustina(2018) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal, dan 

ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi pada SKPD Kabupaten Indragili Hulu. Perbedaan 

penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini menambahkan variabel kesesuaian 

kompensasi. Alasan penambahan variabel kesesuaian kompensasi, karena 

menurut Amalia (2015), pemberian kompensasi yang sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para 

pegawai yang secara tidak langsung berperan sebagai bonding cost sehingga 

mampu mengurangi tingkat kecurangan (fraud). 

Hal tersebut ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ahriati, 

dkk (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian 

internal, ketaatan aturan akuntansi, perilaku tidak etis dan kesesuaian 

kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi pada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Namun, 

terdapat penghilangan variabel dari penelitian Ahriati, dkk yaitu variabel 
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perilaku tidak etis dengan alasan perilaku tidak etis sudah dijelaskan dalam 

variabel ketaatan aturan akuntansi. 

Perbedaan penelitian yang kedua yaitu penambahan variabel moralitas 

individu. Alasan penambahan variabel moralitas individu, karena menurut 

Radhiah (2016), moralitas dalam kecenderungan fraud berperan sebagai 

pengendali yang paling dasar karena dalam fraud dimulai dari individu yang 

berketatanan dalam moral, sehingga moralitas individu dalam mekanisme 

biaya keagenan berada dalam lingkup bonding cost. Hal tersebut ditunjukkan 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Udayani dan Sari (2017) menyatakan 

bahwa sistem pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh 

negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, 

Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas 

Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada OPD 

Kabupaten Magelang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi? 

2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi? 
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3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi? 

4. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketaatan aturan akuntansi 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

 

D. Kontribusi Penelitian 

1. Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan di bidang Pengauditan, khususnya masalah keefektifan 

pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi 

dan moralitas individu terhadap kecurangan akuntansi. 
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2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran 

kepada instansi terkait, berkenaan dengan peningkatan sistem 

pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi 

dan moralitas individu untuk mengurangi kecurangan akuntansi. Penelitian 

ini merupakan sebuah kesempatan untuk menerapkan ilmu yang terkait 

dengan pengauditan yang telah didapat di bangku kuliah. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat gambaran dan pandangan mengenai 

permasalahan yang ditemukan. Bab pendahuluan ini terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka mengenai teori-teori dasar 

yang digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan. Selain itu 

pada bab ini ditentukan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB III METODA PENELITIAN 

Bab ini berisi tinjauan tentang metode penelitian sebagai dasar 

dalam langkah-langkah analisis data yang ditemukan. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya beserta pembahasanya. 

Selain itu pula disajikan data-data dan analisis yang berkaitan dengan 

permasalahan. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini meliputi kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan 

yang dialami dalam penelitian ini serta saran untuk pihak-pihak yang 

terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Teori 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori agensi merupakan teori yang menggambarkan hubungan 

antara dua individu yang berbeda kepentingan yaitu principal (pemilik 

usaha) dan agent (manajemen suatu usaha). Masalah keagenan (agency 

problem) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973), sedangkan 

eksplorasi teoritis secara mendetail dari reori keagenan pertama kali 

dinyatakan oleh Jensen dan Mecking (1976) yang menyebutkan manaher 

suatu perusahaan sebagai „agen‟ dan pemegang saham sebagai „principal‟. 

Pemegang saham yang merupakan principal mendelegasikan pengambilan 

kepurusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen 

dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem 

kepemilikan perusahaan seperti ini, bahwa agen tidak selalu membuat 

keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik 

principal. 

Upaya mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya 

keagenan yang akan ditanggung oleh principal maupun agen. Teori yang 

dikembangkan oleh Jensen and Mecking (1976) yang pertama monitoring 

cost merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk 

memonitor perilaku agen, yaitu mengukur, mengamati, dan mengontrol 

13 
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perilaku agen. Kedua, bonding cost merupakan biaya yang ditanggung 

oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin 

bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan principal. Ketiga, residual 

loss, merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran 

principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan 

principal. 

Persektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami 

isu corporate governance dan earning management. Agensi teori 

mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, 

untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan 

suatu konsep yaitu konsep Good Corporate Governance yang bertujuan 

untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan corporate 

governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat 

dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, 

manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai 

imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.  

Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam 

perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai 

kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri 

antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan 

kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka 
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menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sefiana, 

2009).  

Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal 

dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer 

perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat 

mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek 

dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam 

jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham 

melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.  

Pengelola perusahaan biasanya lebih banyak mengetahui tentang 

informasi internal perusahaan dibandingkan pemegang saham (principal). 

Oleh karena itu, para pengelola berkewajiban untuk menyampaikan 

informasi operasional perusahaan kepada pemegang saham sebagai 

tanggungjawab yang dilakukan oleh pengelola. Pemegang saham menilai 

kinerja manajer perusahaan dalam menjalankan operasional sesuai dengan 

kontrak yang telah disetujui bersama. Manajer akan terus berusaha untuk 

memenuhi permintaan dari principal. Namun, kadang ada hal-hal yang 

sengaja dilakukan oleh pengelola perusahaan contohnya seperti 

memberikan informasi yang bukan sebenarnya, manipulasi laporan 

keuangan yang dilakukan oleh pengelola dan manajer (Tessa, 2016). Hal 

tersebut yang bisa menimbulkan konfilk antara kedua pihak.  

Adanya perbedaan atau ketidaksesuaian informasi antara principal 

dan agen maka principal harus memonitor dan mengontrol lebih ketat lagi 
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sehingga meminimalisir kecurangan yang akan dilakukan oleh pengelola 

perusahaan. Menurut Eisenhardt (1989) terdapat tiga dasar jenis asumsi 

sifat dasar manusia di dalam agency theory yaitu :  

a. Manusia pada umumnya egois atau mementingkan diri sendiri dan 

tidak melihat kepentingan orang lain (selft interest).  

b. Manusia memiliki intelek terbatas mengenai pemahaman pada masa 

yang akan datang (bounded rationality).  

c. Manusia akan selalu menghindari risiko (risk averse).  

Melihat dari tiga asumsi sifat dasar manusia dalam agency theory 

tersebut maka para pengelola akan selalu mementingkan kepentingan 

pribadinya untuk mendapatkan keuntungan dan bonus dari perusahaan 

dengan cara yang tidak benar atau manipulasi laporan keuangan atau tidak 

memberikan informasi yang sebenarnya kepada pemegang saham 

(Meckling, 1976). 

 

2. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

Fraud atau yang sering dikenal dengan istilah kecurangan 

merupakan hal yang sekarang banyak dibicarakan di Indonesia. Pengertian 

fraud itu sendiri merupakan penipuan yang sengaja dilakukan, yang 

menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi 

pelaku kecurangan dan atau kelompoknya (Sukanto, 2009). Albrecht 

(2003) mendefinisikan fraud sebagai representasi tentang fakta material 

yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti 
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oleh korban dan kerusakan korban. Dalam bahasa aslinya fraud meliputi 

berbagai tindakan melawan hukum.  

Bologna (Amrizal, 2004) mendefinisikan kecurangan “Fraud is 

criminal deception intended to financially benefit the deceiver” yaitu 

kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi 

manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan 

kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Ia memperoleh 

manfaat dan merugikan korbannya secara financial dari tindakannya 

tersebut. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (1) 

tindakan/the act., (2) penyembunyian/the concealment dan (3) konversi/the 

conversion. 

ACFE (Tuanakotta, 2010) membagi fraud (kecurangan) dalam 3 

(tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu:  

a. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) 

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai 

kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji 

material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. 

Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.  

b. Penyimpangan atas Aset (Asset Misappropriation)  

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian 

aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud 

yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat 

diukur/dihitung (defined value).  
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c. Korupsi (Corruption)  

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut 

kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini 

merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang 

yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan 

tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih 

dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena 

para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis 

mutualisme). Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan 

wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan 

(bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities) dan 

pemerasan secara ekonomi (economic extortion). 

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan fraud, 

yang sering disebut teori GONE (Pusdiklatwas BPKP, 2008) yaitu:  

a. Greed (keserakahan)  

b. Opportunity (kesempatan)  

c. Need (kebutuhan)  

d. Expossure (pengungkapan)  

Faktor greed dan need merupakan faktor yang berhubungan dengan 

pelaku fraud atau disebut faktor individu. Adapun faktor opportunity dan 

exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai 

korban.  
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a. Faktor generik  

Faktor generik yang meliputi opportunity (kesempatan) dan 

exposure (pengungkapan) merupakan faktor yang berada pada 

pengendalian organisasi. Pada umumnya kesempatan melakukan 

fraud selalu ada pada setiap kedudukan, hanya saja adanya 

kesempatan besar maupun kecil tergantung kedudukan pelaku 

menempati kedudukan pada manajemen atau pegawai biasa. Adapun 

pengungkapan berkaitan dengan kemampuan dapat diungkapnya dapat 

diungkapnya suatu fraud, dan sifat serta luasnya hukuman bagi 

pelakunya. Semakin besar pengukapan fraud yang terjadi, maka 

kemungkinan pelaku melakukan fraud semakin kecil. 

b. Faktor individu  

Faktor individu yang meliputi greed (keserakahan) dan need 

(kebutuhan) merupakan faktor yang ada pada diri masing-masing 

individu, dengan arti berada diluar pengendalian organisasi. Faktor ini 

terdiri atas dua unsur yaitu:  

1) Greed factor, yaitu moral yang meliputi karakter, kejujuran dan 

integritas yang berhubungan dengan keserakahan.  

2) Need factor, yaitu motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan 

seperti terlilit hutang atau bergaya hidup mewah. 

Menurut Amrizal (2004) pencegahan fraud dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut:  
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a. Membangun struktur pengendalian yang baik Dalam memperkuat 

pengendalian intern di perusahaan, COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) pada bulan 

September 1992 memperkenalkan suatu rerangka pengendalian yang 

lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan 

mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas 5 

(lima) komponen yang saling terkait yaitu: (a) Lingkungan 

pengendalian (control environment) (b) Penaksiran risiko (risk 

assessment) (c) Standar Pengendalian (control activities) (d) Informasi 

dan komunikasi (information and communication) (e) Pemantauan 

(monitoring)  

b. Mengefektifkan aktivitas pengendalian (a) Review kinerja (b) 

Pengolahan informasi (c) Pengendalian fisik (d) Pemisahan tugas  

c. Meningkatkan kultur organisasi Meningkatkan kultur organisasi dapat 

dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG).  

d. Mengefektifkan fungsi internal audit. 

 

3. Sistem Pengendalian Internal 

Seperti telah diuraikan dalam pendahuluan, pengendalian intern 

didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan 

mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam 

pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern 
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terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai 

sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang handal, 

serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari 

tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

a. Pengendalian intern akuntansi 

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya 

adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data 

akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung 

jawab antar unit organisasi.  

b. Pengendalian administratif  

Pengendalian ini dibuat untuk mendorong dilakukannya 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari 

penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. 

SPI merupakan suatu langka nyata bagi pemerintah dalam 

memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah agar pengelolaan 

keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Muttaqin 

dan Sudarno (2012) menyebutkan sub komponen dari aktivitas 

pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1) 

perancangan yang memadai dan pengunaan dokumen-dokumen dan 

catatan-catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang 
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memadai atas transaksi-transaksi; (4) pemeriksaan independen atas 

kinerja; dan (5) penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat. 

Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan 

pengendalian akuntansi yang efektif antara lain: (a) adanya perlindungan 

fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan 

fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; 

dan (d) sumber daya manusia yang optimal. Dalam PP No. 60 Tahun 2008, 

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Tujuan adanya pengendalian intern: (1) Menjaga 

kekayaan organisasi/mengamankan asset, (2) Memeriksa ketelitian dan 

kebenaran data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi, (4) Mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan 

memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif 

dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam 

lingkungan kerjanya, melalui:  

a. Penegakan integritas dan nilai etika.  

b. Komitmen terhadap kompetensi.  
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c. Kepemimpinan yang kondusif.  

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.  

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.  

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia.  

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.  

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian 

intern pemerintah kegiatan pengendalian pimpinan Instansi Pemerintah 

wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, 

kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang 

bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-

kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:  

a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi 

Pemerintah.  

b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.  

c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus 

Instansi Pemerintah.  

d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.  

e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang 

ditetapkan secara tertulis.  

f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan 

bahwa kegiatan tersebut sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. 
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4. Ketaatan Aturan Akuntansi 

Ketaatan adalah patuh atau menaati aturan yang ada. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia aturan adalah suatu cara (ketentuan, 

patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya dituruti atau 

dilakukan. Dalam suatu instansi, tentu saja terdapat aturan yang menjadi 

pedoman dalam melaksanakaan suatu kegiatan. Begitu juga dengan 

kegiatan akuntansi suatu instansi yang harus dilaksanakan sesuai dengan 

aturan akuntansinya.  

Rahmawati (2012) menyatakan bahwa standar akuntansi disusun 

untuk menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi 

tersebut terdiri atas pedoman-pedoman yang digunakan untuk mengukur 

dan menyajikan laporan keuangan. standar akuntansi yang digunakan 

dalam pemerintahan disebut Standar Akuntansi Pemerintah 

Ketaatan aturan akuntansi dalam suatu instansi memiliki tujuan 

sebagai berikut:  

a. Sebagai prinsip dan metode yang dijadikan dasar untuk diterapkan 

dalam penyelenggaraan segala aktivitas akuntansi dan pelaporan 

keuangan yang berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan 

peraturan perundang-undangan.  

b. Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas segala 

jenis transaksi dan peristiwa ekonomi khususnya pada bidang 

keuangan yang terjadi dan untuk pelaporan keuangannya. 
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Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan standar 

akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, 

penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi 

akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 

lingkungan organisasi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

ialah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan laporan keuangan pemerintah. SAP 

merupakan suatu persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam 

upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. 

Dimana dengan adanya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjwabkan 

kebenarannya yang relevan, andal, komparatif dan dapat diverifikasi.   

Berdasarkan  ketentuan yang belaku untuk melaksanakan  Pasal 7 

ayat (3)  PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual pada pemerintah daerah yang berdasarkan pada 

Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013.   

Menurut Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013  kebijakan akuntansi 

pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 

aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah 

daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna 
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laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 

keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.   

Menurut  Baswir (2000)  ruang lingkup dari Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP)  yaitu meliputi dari pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemrintah pusat/daerah yang 

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan 

laporan keuangan.  Laporan keuangan ditujukan untuk tujuan umum 

pelaporan keuangan bukan untuk semata-mata memenuhi kebutuhan 

khusus pemakainya.   

Menurut  Baswir (2000) tujuan dari pelaporan keuangan 

pemerintahan harus dapat menyajikan informasi bagi penggunanya dalam 

menilai akuntabilitas  dan membuat keputusan, dengan: 

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.  

b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh 

sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang 

telah dicapai.   

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan 

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.  
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e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari 

pungutan pajak dan pinjaman.   

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan.   

Karakteristik kualitatif dari informasi keuangan merupakan ukuran-

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi dari tujuan pelaporan keuangan itu sendiri, dan 

memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat 

dipahami (Nordiawan dan Putra, 2009). 

Menurut Tanjung (2007) lingkungan akuntansi pemerintahan 

memiliki ciri-ciri yang perlu dipertimbangkan kaitannya dengan untuk 

menetapkan tujuan akuntansi dan dalam pelaporan keuangan di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Sturktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan merupakan 

bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, otonomi pada 

sistem pemerintahan dan transfer pendapatan antar pemerintah, 

adanya pengaruh politik dan adanya hubungan antara pembayaran 

pajak dengan pelayanan pemerintah.  

b. Keuangan pemerintah penting bagi pengendalian ditandai dengan 

anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan 

sebagai alat pengendalian, investasi dalam aset yang tidak langsung 
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menghasilkan pendapatan  dan kemungkinan penggunaan akuntansi 

dana untuk tujuan pengendalian. 

Menurut Tanjung (2007), Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) dengan tujuan untuk mengasilkan laporan keuangan 

yang baik. Karena pelaporan keuagan memilki peranan sebaagai berikut : 

a. Akuntabilitas, mempertangungjawabkan dalam pengelolaan sumber 

daya serta pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan secara periodik.  

b. Managemen, membantu pengguna laporan untuk mengevaluasi dalam 

pelaksanan kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kebijakan 

secara periodik sehingga memudahkan fungsi perencenaan, 

pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan 

ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan umum.   

c. Transparansi, hasil pelaporan keuangan dapat memberikan informasi 

keuangan yang terbuka dan jujur berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat umum memilki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber 

daya dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

d. Keseimbangan antar generasi, membantu pengguna dalam mengetahui 

penerimaan pemerintah secara periodisasi untuk membiayai seluruh 

pengalokasian  dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan 

akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 
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Thoyibatun (Shintadevi, 2015) menjelaskan beberapa indikator 

Ketaatan Aturan Akuntansi, yaitu:  

a. Persyaratan pengungkapan  

b. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik  

c. Objektif  

d. Memenuhi syarat kehati-hatian  

e. Memenuhi konsep konsistensi penyajian 

 

5. Kesesuaian Kompensansi 

Menurut Griffin (2004), kompensasi adalah remunerasi financial 

yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan sebagai imbalan atas 

pekerjaan mereka. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2001) 

menyatakan kompensasi merupakan salah satu cara manajemen untuk 

meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan meningkatkan kinerja pegawai. 

Dengan kata lain, kompensasi adalah pengganti dari suatu hal dalam 

bentuk lainnya yang cukup memberikan rasa keadilan tertentu pada 

seseorang.  

Dalam lingkup bisnis, maka kompensasi adalah pengganti dari jasa 

pekerjaan dalam bentuk gaji, bonus, maupun tunjangantunjangan 

pekerjaan lainnya. Umumnya tujuan pemberian kompensasi selain sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi pegawai juga bertujuan untuk 

menunjukkan penghargaan dan perlakuan adil organisasi terhadap 

pegawainya. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik yang harus 
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dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang 

telah diberikannya kepada organisasi tempat ia bekerja. Menurut Veithzal 

(2006), kompensasi yang diberikan kepada pegawai terdiri dalam dua 

bentuk yaitu : 

a. Kompensasi yang bersifat financial  

Bentuk kompensasi ini ada dua macam, yaitu kompensasi 

langsung, terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, 

bonus, atau komisi. Kompensasi tidak langsung atau benefit, terdiri 

dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi 

financial langsung yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, 

jasa seperti perawatan anak atau kepedulian keagamaan, dan 

sebagainya. 

b. Kompensasi yang bersifat non financial  

Bentuk kompensasi ini seperti pujian, menghargai diri sendiri, 

promosi jabatan, dan pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi 

kerja karyawan, produktifitas, dan kepuasan. 

 

6. Moralitas Individu 

Moral adalah suatu tindakan seseorang untuk orang lain yang 

memiliki nilai positif (Fitri, 2016). Sedangkan menurut Amalia (2015) 

moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia 

dan disadari sebagai kewajiban mutlak. Pemerintahan yang baik akan 

terbentuk dengan adanya moralitas yang baik. Seseorang bisa dikatakan 
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bermoral apabila perilakunya mencerminkan moralitas, yaitu bisa 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.  

Moralitas individu akan mempengaruhi kecenderungan seseorang 

melakukan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi moralitas 

individu, semakin individu memperhatikan kepentingan yang universal 

daripada kepentingan organisasinya maupun individunya (Prawira, 2014). 

Menurut Amalia (2015) moral dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  

a. Moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia. Moral 

murni disebut juga hati nurani.  

b. Moral terapan, adalah moral yang didapat dari berbagai ajaran 

filosofis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. 

 

B. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1. Telaah Penelitian Sebelumnya 

No Nama Judul Hasil 

1 Muna, B.N 

& Harris, L 

(2018) 

Pengaruh 

Pengendalian 

Internal dan 

Asimetri Informasi 

terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi 

(Penelitian Persepsi 

Pengelola 

Keuangan Pada 

Perguruan Tinggi 

Negeri Blu) 

pengendalian internal berpengaruh 

negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud). 

Beberapa indikator yang menjadi 

kategori bahwa pengendalian internal 

telah berjalan efektif, antara lain: (a) 

pelaksanaan aturan telah dilakukan 

sesuai dengan SOP (Standart 

Operational Procedure) yang 

berlaku. (2) siklus dari perencanaan 

hingga pertanggung jawaban 

dilakukan secara baik. (3) 

pelaksanaan evaluasi kinerja telah  
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Tabel 2.1. Penelitian Relevan (Lanjutan) 

No Nama Judul Hasil 

   dilakukan secara rutin. 

2 Gustina, I 

(2018) 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Intern dan Ketaatan 

Aturan Akuntansi 

terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi Pada 

SKPD Kabupaten 

Indragiri Hulu 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sistem pengendalian intern 

berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi, ketaatan aturan akuntansi 

berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi, dan sistem pengendalian 

intern dan ketaatan aturan akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

3 Sari, 

N.L.P.P, 

Gede A.Y, 

& Adiputra, 

I.M.P 

(2015) 

Pengaruh 

Efektifitas Sistem 

Pengendalian 

Internal, Ketaatan 

Aturan Akuntansi, 

Persepsi 

Kesesuaian 

Kompensasi dan 

Implementasi Good 

Governance 

Terhadap 

Kecenderungan 

Fraud 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara parsial 

efektivitas system pengendalian 

internal, Ketaatan aturan akuntansi, 

Persepsi kesesuaian kompensasi dan 

Implementasi good governance 

berpengaruh signifikan negatif 

terhadap fraud. Secara simultan 

efektivitas sistem pengendalian 

internal, ketaatan aturan akuntansi, 

persepsi kesesuaian kompensasi dan 

implementasi good governance 

berpengaruh simultan negatif 

terhadap kecenderungan fraud 

4 Dewi, 

C.K.R 

(2017) 

Pengaruh 

pengendalian 

internal, kesesuaian 

kompensasi, 

ketaatan aturan 

akuntansi dan 

perilaku tidak etis 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi (Studi 

empiris pada SKPD 

Kab. Bengkalis) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengendalian internal dan ketaatan 

aturan akuntansi berpengaruh negatif 

sebesar 53% terhadap kecenderungan 

fraud 
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Tabel 2.1. Penelitian Relevan (Lanjutan) 

No Nama Judul Hasil 

5 Shintadevi, 

P. F 

(2015) 

Pengaruh 

Keefektifan 

Pengendalian 

Internal, Ketaatan 

Aturan Akuntansi, 

dan Kesesuaian 

Kompensasi 

terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi dengan 

Perilaku Tidak Etis 

Sebagai Variabel 

Intervening Pada 

Universitas Negeri 

Yogyakarta 

(1) Terdapat pengaruh negatif dan 

signifikan antara Keefektifan 

Pengendalian Internal dengan 

Perilaku Tidak Etis, (2) Terdapat 

pengaruh negatif dan signifikan 

antara Ketaatan Aturan Akuntansi 

dengan Perilaku Tidak Etis, (3) 

Terdapat pengaruh negatif dan 

signifikan antara Kesesuaian 

Kompensasi dengan Perilaku Tidak 

Etis, (4) Terdapat pengaruh negatif 

dan signifikan antara Keefektifan 

Pengendalian Internal dengan 

Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi, (5) Terdapat pengaruh 

negatif dan signifikan antara 

Ketaatan Aturan Akuntansi dengan 

Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi, (6) Terdapat pengaruh 

negatif dan signifikan antara 

Kesesuaian Kompensasi dengan 

Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi. 

 

6 Ahriati, D., 

Basuki, P., 

& 

Widiastuty, 

E  

(2015) 

Pengaruh sistem 

pengendalian 

internal, ketaatan 

aturan akuntansi, 

dan kesesuaian 

kompensasi 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi pada 

pemerintah daerah 

Kabupaten 

Lombok Timur 

(1) sistem pengendalian internal 

berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi;  (2) ketaatan aturan 

akuntansi berpengaruh negatif 

terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi; (3) kesesuaian 

kompensasi berpengaruh negatif 

terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi; (4) secara simultan 

variabel bebas berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi 

di Pemda Kab Lombok Timur. 

 

7 Udayani, 

A.A.F & 

Sari, M.R 

(2017) 

Pengaruh sistem 

pengendalian 

internal dan 

moralitas individu  

(1) sistem pengendalian internal 

berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi;  (2) moralitas individu  
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Tabel 2.1. Penelitian Relevan (Lanjutan) 

No Nama Judul Hasil 

  terhadap 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi 

berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi; (3) sistem pengendalian 

internal dan  moralitas individu 

berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi 

8 Rahmaidha, 

T.R 

(2016) 

Pengaruh 

Pengendalian 

internal, Ketaatan 

Aturan Akuntansi, 

dan Kepuasan 

Kerja terhadap 

Kecurangan 

Akuntansi (Studi 

pada SKPD di 

Kota Magelang) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

pengendalian 

internal, ketaatan aturan akuntansi 

dan kepuasan kerja berpengaruh 

negatif terhadap kecurangan 

akuntansi 

9 Damayanti, 

D.N.S 

(2016) 

Pengaruh 

Pengendalian 

Internal Dan 

Moralitas Individu 

Terhadap 

Kecurangan 

Akuntansi 

Akuntansi (studi 

eksperimen pada 

pegawai bagian 

keuangan dan 

akuntansi) 

(1) Pengendalian Internal 

berpengaruh negatif terhadap 

kecurangan akuntansi;  (2) moralitas 

individu berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan akuntansi; (3) 

pengendalian internal dan  moralitas 

individu berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan akuntansi. 

10 Tarigan, 

L.Br (2016) 

Pengaruh moralitas 

Individu, Asimetri 

Informasi, 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal, dan 

Ketaatan Aturan 

Akuntansi terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi (Studi 

pada BUMD 

Provinsi Riau) 

Moralitas individu dan pengendalian 

internal memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi, sedangkan asimetri 

informasi dan ketaatan aturan 

akuntansi berpengaruh signifikan 

terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

Sumber: beberapa artikel yang diolah, 2019. 
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C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi 

Sistem pengendalian intern merupakan suatu langkah nyata bagi 

pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah agar 

pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan 

(Karyono, 2013). Sistem pengendalian intern dirancang untuk 

menyediakan keyakinan yang menandai berkaitan dengan tujuan beberapa 

kategori yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan 

keuangan dan ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai 

pencegahan konflik. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan 

monitoring oleh principal atas apa yang dilakukan oleh agen. Sistem 

pengendalian internal adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk 

mengurangi agency cost. Pengendalian internal sangat penting bagi suatu 

entitas, antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap suatu entitas 

dari kelemahan manusia serta mengurangi tindakan untuk melakukan 

kecurangan yang tidak sesuai dengan aturan (Fitri, 2016).  

Penelitian Eliza (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian 

internal berpengaruh negatif terhadap tingkat kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Sejalan dengan penelitian tersebut, Gustina (2018) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal juga 

berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi, 
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semakin efektif sistem pengendalian internal maka kecenderungan 

kecurangan akutansi semakin berkurang. 

H1 : Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

 

2. Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi 

Ketaatan aturan akuntansi adalah patuh atau menaati aturan terkait 

sistem akuntansi yang ada. Dalam suatu instansi, tentu saja terdapat aturan 

yang menjadi pedoman dalam melaksanakaan suatu kegiatan (Rahmawati, 

2012). Begitu juga dengan kegiatan akuntansi suatu instansi yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan aturan akuntansinya. Ketaatan aturan 

akuntansi dalam fraud berkedudukan sebagai bonding cost yang 

menempatkan mekanisme dalam menjamin agen tetap dalam kepentingan 

principal. 

Penelitian Thoyibatun (2012) menunjukkan bahwa ketaatan aturan 

akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Penelitian Rahmawati (2012) juga menunjukkan hasil yang 

sejalan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Sejalan dengan penelitian di atas, 

Rahmaidha, T.R (2016) dan Ahriati, D., Basuki, P., & Widiastuty, E 

(2015) berpendapat  ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

H2 : Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 
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3. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi 

Kesesuaian kompensasi adalah ketepatan remunerasi finansial yang 

diberikan oleh organisasi kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan 

mereka (Griffin, 2004). Kesesuaian kompensasi sangat berpengaruh 

terhadap perilaku pegawai atau karyawan, biasanya seseorang akan 

berperilaku tidak etis dan berlaku curang untuk memaksimalkan 

keuntungan untuk dirinya sendiri karena ketidakpuasan atau kekecewaan 

dengan kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan 

(Shintadevi, 2015). Pemberian kompensasi yang sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi 

para pegawai yang secara tidak langsung berperan sebagai bonding cost 

sehingga mampu mengurangi tingkat kecurangan (fraud).  

Penelitian Amalia (2015) menunjukkan bahwa kesesuaian 

kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Sari, et al. (2015) dalam penelitiannya menguatkan hal tersebut 

dengan menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sejalan dengan hal 

tersebut, Shintadevi, P. F (2015) dan Dewi, C.K.R (2017) berpendapat 

bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi.  

H3 : Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap  

kecenderungan kecurangan akuntansi. 
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4. Pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi 

Moralitas individu adalah suatu tindakan seseorang untuk orang lain 

yang memiliki nilai positif (Fitri, 2016). Moralitas merupakan kualitas 

mengenai baik buruknya perilaku seseorang. Seseorang yang bermoral 

memiliki daya tarik untuk berperilaku baik yang memiliki nilai positif. 

Seseorang yang tidak bermoral cenderung akan bertindak untuk 

melakukan kecurangan yang akan merugikan bahkan membahayakan 

orang lain. Moralitas dalam kecenderungan fraud berperan sebagai 

pengendali yang paling dasar karena dalam fraud dimulai dari individu 

yang berketatanan dalam moral, sehingga moralitas individu dalam 

mekanisme biaya keagenan berada dalam lingkup bonding cost (Radhiah, 

2016). 

Penelitian Ariani dkk (2014) menunjukkan bahwa moralitas individu 

berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Penelitian Udayani, A.A.F & Sari, M.R (2017) juga menunjukkan hasil 

yang sejalan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengelitian Damayanti, D.N.S 

(2016) dan Tarigan, L.Br (2016) turut menguatkan bahwa moralitas 

individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

H4 : Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 
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Gambar 1. Model Penelitian 
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena 

penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Arikunto (2006:12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah 

pendekatan penelitian yang banyak dituntut menguakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan 

hasilnya. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yaitu keseluruhan sumber data yang akan digunakan di 

dalam penelitian. Dalam penelitian sangat penting pengambilan sumber 

data yang akan berguna untuk menentukan keakuratan suatu hasil yang 

diteliti (Sugiyono, 2011). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

pegawai yang bekerja pada OPD Kabupaten Magelang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara 

purposive sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang 

akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria 
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yang telah ditetapkan peneliti Arikunto (2006:29). Sampel dipilih 

berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. 

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. OPD sebagai suatu entitas yang di wakilkan oleh responden yang 

menjalankan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di OPD 

Kabupaten Magelang. 

b. Pegawai telah bekerja minimal 3 (tiga) tahun di bagian keuangan dalam 

lingkungan OPD Kabupaten Magelang. 

 

C. Data Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yang berbentuk numerik. Dalam hal ini data kuantitatif yang 

digunakan adalah hasil kuesioner yang akan diolah menggunakan program 

IBM SPSS 25 for Windows. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung 

dari obyek penelitian yaitu pada pegawai OPD Kabupaten Magelang. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dari sumber 

primer, yaitu sumber data yang langsung memberika data pada 

pengumpulan data untuk diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, 

objektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis (Sugiyono, 

2011). Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner. 
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Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara penyebaran langsung kepada 

sampel penelitian. 

 

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut 

ini. 

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel  

Variabel  Definisi Indikator Skala 

Independen    

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

(SPI) 

Merupakan yang 

mencakup metode, 

proses dan kebijakan 

suatu yang dilakukan 

secara terus menerus 

oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai 

untuk mencapai 

tujuan organisasi 

yaitu pada 

perlindungan aset 

dan kepatuhan 

terhadap peraturan 

perundang-undangan 

yang 

diimplementasikan di 

Pemerintah pusat dan 

Pemerintah  daerah 

menurut PP Nomer 

60 Tahun 2008 

(Gustina, 2018)  

 

1. Lingkungan 

Pengendalian. 

2. Penilaian 

Resiko. 

3. Aktivitas 

pengendalian. 

4. Informasi dan 

komunikasi. 

5. Pemantauan. 

 

(Gustina, 2018) 

Interval 
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Tabel 3.1 Pengukuran Variabel (Lanjutan) 

Variabel  Definisi Indikator Skala 

    

Ketaatan Aturan 

Akuntansi  

(KAK) 

Ketaatan Aturan 

Akuntansi adalah 

kepatuhan dalam 

menaati pedoman- 

pedoman yang 

digunakan untuk 

menyusun dan 

menyajikan laporan 

keuangan. Jika 

laporan keuangan 

tidak disusun 

berdasarkan standar 

akuntansi yang 

berlaku, maka akan 

memberikan 

kesempatan 

terjadinya 

kecurangan akuntansi 

yang akan merugikan 

pihak pengguna 

laporan keuangan. 

(Sinthadevi, 2015) 

 

1. persyaratan 

pengungkap-

an 

2. menyajikan 

informasi 

yang 

bermanfaat 

bagi 

kepentingan 

publik, 

3. objektif,  

4. memenuhi 

syarat kehati-

hatian dan 

memenuhi 

konsep 

konsistensi 

penyajian 

 

(Sinthadevi, 

2015) 

Interval 

Kesesuaian 

Kompensasi  

(KK) 

Kompensasi 

merupakan balas jasa 

yang diberikan oleh 

organisasi kepada 

karyawan, yang 

bersifat finansial 

maupun nonfinansial 

pada periode yang 

tetap. Kompensasi 

yang sesuai 

merupakan salah satu 

faktor kepuasan kerja 

bagi manajemen serta 

karyawannya. 

(Kadarisman, 2012) 

 

1. kompensasi 

keuangan 

2. promosi 

3. penyelesaian 

tugas 

4. pencapaian 

sasaran  

personal 

pressure 

 

(Kadarisman, 

2012) 

Interval 
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Tabel 3.1 Pengukuran Variabel (Lanjutan) 

Variabel  Definisi Indikator Skala 

Moralitas Individu  

(MI) 

Moral adalah 

tindakan yang bisa 

membedakan yang 

baik dan yang buruk. 

Pemerintah yang baik 

akan terbentuk 

dengan adanya 

penalaran moral yang 

baik. 

(Sanuari, 2014) 

1. Pre-

conventional 

2. Tahapan 

conventional 

3. Post-

conventional 

(Sanuari, 2014) 

Interval 

Dependen    

Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi 

(KKA) 

Kecurangan 

Akuntansi adalah 

suatu tindak 

penipuan terencana 

dengan melanggar 

aturan akuntansi, 

dimana perbuatan 

tersebut 

mengakibatkan 

kerugian bagi pihak 

lain. 

 

(Karyono, 2013) 

1. manipulasi, 

pemalsuan, 

catatan 

akuntansi atau 

dokumen 

2. representasi 

yang salah 

dalam atau 

penghilangan 

dari laporan 

3. salah penerap-

an secara 

sengajaprinsip 

akuntansi 

4. penyajian lap 

keuangan 

yang salah 

akibat 

perlakuan 

yang tidak 

semestinya. 

(Karyono, 2013) 

Interval 

Sumber: beberapa artikel yang diolah, 2019. 

 

 

E. Metoda Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses 

dan menganalisis data yang telah terkumpul (Sugiyono, 2011). Dalam 
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penelitian ini, digunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan 

suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar yang dapat 

dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka. 

Adapun alternatif jawaban dengan menggunakan skala likert fungsinya 

yaitu memberikan skor pada masing-masing jawaban pernyataan alternatif 

tersebut. Kemudian dari alternatif tersebut jawaban tersebut diproses dan 

diolah untuk dipergunakan sebagai alat pengukur variabel yang diteliti. 

Kemudian nilai-nilai alternatif jawaban diproses dan diolah untuk digunakan 

sebagai alat ukur variabel yang diteliti dengan menggunakan perhitungan 

statistik dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 25 for 

Windows. 

1. Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Pengujian validitas dalam penelitian 

ini menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) yaitu analisis 

faktor yang digunakan dengan tujuan untuk menguji atau 

mengkonfirmasikan secara empiris model pengukuran (measurement 

model) sebuah atau beberapa konstruk. Analisis faktor konfirmatori 

digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai 

unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator autonom 1 sampai 

autonom 4 yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah kontruk 
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atau variabel autonomi. Jika masing-masing indikator merupakan 

indikator pengukur konstruk autonomi maka akan memiliki nilai loading 

factor yang tinggi. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk Ghozali 

(2001). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara One 

Shot atau pengukuran sekali saja. Pengujian reliabilitas digunakan 

dengan menggunakan program IBM SPSS 25 for Windows. 

Pengukuran one Shot hanya sekali dilakukan dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi 

antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur 

reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai α > 0,70 (Ghozali, 

2018). Kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:    

a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,70, maka pertanyaan-pertanyaan 

untuk mengukur variabel yang diamati “Reliabel”   

b. Jika nilai Cronbach Alpha < 0,70 ,maka pertanyaan-pertanyaan 

untuk mengukur variabel yang diamati “Tidak Reliabel”.   
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F. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan 

suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus 

tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji benar atau tidak 

benar tentang dugaan dalam suatu penelitian serta memiliki manfaat bagi 

proses penelitian agar efektif dan efisien (Ghozali, 2018). Pengujian yang 

dilakukan dalam penelitian ini untuk membuktikan hipotesis yaitu sebagai 

berikut: 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua atau 

lebih variabel independan terhada satu variabel dependen (Ghozali, 

2018). Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga 

menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian regresi linier berganda 

digunakan dengan menggunakan program IBM SPSS 25 for Windows. 

Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

KKA = α + b1SPI+ b2KAK+ b3KK + b4MI + e 

Ket: 

KKA : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 

SPI   : Sistem pengendalian internal 

KAK : Ketaatan Aturan Akuntansi 

KK    : Kesesuaian Kompensasi 

MI   : Moralitas Individu 

α   : Konstanta 

b   : Koefisien regresi dari variabel X 

e   : Kesalahan residual (error turn) 
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2. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar 

kemamuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat (Ghozali, 2018). 

Nilai koefisien tererminasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi 

nilai koefisien determinasi (R²) berarti semakintinggi kemampuan 

variabel independent dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap 

variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi digunakan dengan 

menggunakan program IBM SPSS 25 for Windows. 

3. Uji F 

Uji F dilakukan untuk melakukan uji terhadap hipotesis, maka 

harus ada kriteria pengujian yang ditetapkan. Kriteria pengujian 

ditetapkan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel dengan 

menggunakan tabel kritis Ftabel  dengan tingkat signifikansi yang telah 

ditentukan tadi sebesar 0,05 (α = 0,05). Pengujian koefisien F digunakan 

dengan menggunakan program IBM SPSS 25 for Windows.  

Hipotesis akan diuji berdasarkan daerah penerimaan dan daerah 

penolakan yang ditetapkan sebagai berikut: 

- H0 akan tidak ditolak jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 

- H0 akan ditolak jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 

Atau dengan cara lain sebagai berikut: 

- Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak 

- Jika Fhitung < Ftabel maka H0 tidak ditolak 

Menurut Sugiyono (2014:234), daerah penerimaan dan penolakan 
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dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Uji F 

 

4. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan secara jauh pengaruh satu 

variabel penejelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Penentuan t tabel 

menggunakan tingkat signifikansi 5%. Pengujian koefisien t digunakan 

dengan menggunakan program IBM SPSS 25 for Windows. 

Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh 

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai thitung   

masing-masing  koefisien  regresi  dengan  ttabel  (nilai  kritis) dengan 

tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = n-1. Kriteria 

pengujian adalah : 

a. Jika thitung > ttabel, atau p value < α = 0,05 maka ho ditolak dan 

ha tidak ditolak berarti variabel independen mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Jika thitung < ttabel, atau p value > α = 0,05 maka ho tidak ditolak 

dan ha ditolak berarti variabel independen mempunyai pengaruh 

tidak signifikan terhadap variabel dependen. 

Ho tidak ditolak 

Ho ditolak 
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Menurut Sugiyono (2014:240), daerah penerimaan dan penolakan 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3. Uji t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh sistem 

pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan 

moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD 

Kabupaten Magelang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil uji R
2
 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, ketaatan 

aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu  mampu 

menerangkan variabel kinerja manajerial.  

2. Hasil uji F menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini 

menjelaskan variabel dependen secara baik dan model penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini bagus atau fit. 

3. Hasil uji t menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, kesesuaian 

kompensasi dan moralitas individu tidak berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan ketaatan aturan 

akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh dari sistem pengendalian 

internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, dan moralitas 

individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi saja. Masih 
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terdapat banyak variabel lain yang mampu mempengaruhi 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

2. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan dalam 

lingkungan OPD Kabupaten Magelang. Masih banyak obyek penelitian 

lain diluar bagian keuangan dalam lingkungan OPD Kabupaten 

Magelang yang bisa diteliti untuk penelitian selanjutnya. 

 

C. Saran 

1. Penelitian berikutnya bisa menambahkan variabel lain yang berpengaruh 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi seperti motivasi kerja. 

Motivasi kerja adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang 

memberikan energi, menggerakkan dan menyalurkan perilaku kearah 

pencapaian kebutuhan yang memberikan kepuasan. Kecenderungan 

kecurangan akuntansi akan lebih berkurang apabila individu dalam suatu 

organisasi memiliki motivasi kerja yang baik. 

2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian, misalnya 

mencakup seluruh pegawai dalam lingkungan OPD Kabupaten 

Magelang. Sehingga lebih dapat diketahui detail tentang kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 
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